PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG
RENCANA TAPAK TANAH DAN TATA TERTIB PENGUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN
YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri, menjamin tertib peng​usahaan Kawasan Industri serta mendorong perusahaan-perusahaan industri untuk berlokasi di dalam Kawasan Industri, perlu diciptakan kondisi/iklim berusaha yang lebih sehat, berdayaguna dan berhasilguna;
b.
bahwa untuk maksud tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai tata tertib pengusahaan Kawasan Industri serta memberikan kemudahan-kemudah​an dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;

c. 
bahwa untuk itu dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam; Negeri Nomor 12 Tahun 1984 perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-un​dang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.

Mengingat
:
1. Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Stbl Tahun 1926 Nomor: 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor: 450;
2. 
Staadvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Stbl Tahun 1948 Nomor: 168);

3. 
Undang-undang Nomor: 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor: 57);
4.
Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor: 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3037);
5. 
Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran_Negara RI Tahun 1982 Nomor: 12, Tambahan Lembara Negara RI Nomor: 3215);
6.
Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor: 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3274);
7. 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lem​baran Negara RI Tahun 1987 Nomor: 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);

8.
Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urus​an Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor: 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);

9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor: 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

11.
Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan dan Pengen​dalian Perijinan di Bidang Usaha;

12. Instruksi Presiden Nomor: 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pe​ngembangan Kawasan Industri;

13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penye​diaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan/HO;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyu​sunan Tata Ruang Kota.

15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pu​ngutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gan:u:uan/HO;

Memperhatikan
:
Hasil Konsultasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA TAPAK TANAH DAN TATA TERTIB PENGUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI SERTA PROSEDUR PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IJIN UNDANG-UN​DANG GANGGUAN (UUG)/HO BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI.
Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fastlitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;

b. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri;

c.
Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri;

d.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II;

e.
Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

f. 
Ijin Mendirikan Bangunan, atau disingkat IMB adalah ijin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No​mor 14 Tahun 1987;

g.
Ijin Undang-undang Gangguan atau disingkat Ijin UUG/HO adalah ijin yang di​berikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal I ayat (10) Hinderordon​nantie (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450;

h.
Tata Tertib Kawasan Industri (TTKI) adalah peraturan dan ketentuan-ketentuan yang khusus disusun oleh perusahaan Kawasan Industri untuk mengatur kegiatan-​kegiatan usaha di dalam suatu Kawasan Industri tertentu yang disahkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Perusahaan Kawasan Industri;

i. 
Rencana Tapak Kawasan (Site Plan Kawasan) adalah rencana Tapak Kawasan Industri yang menunjukkan penggunaan lahan dan pola jalan di dalam Kawasan Industri yang disahkan oleh Pemerintah Daerah atas usul perusahaan Kawasan Industri;

j. 
Rencana Tapak Kapling (Site Plan Kapling) adalah rencana perkaplingan di dalam Kawasan Industri yang disahkan oleh Pemerintah Daerah atas usul perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan kebutuhan lahan masing-masing industri.

BAB II
RENCANA TAPAK TANAH KAWASAN INDUSTRI

Pasal 2

(1)
Dalam rangka memperoleh Izin Tetap Pengusahaan Kawasan Industri, Pengusaha Kawasan Industri wajib menyusun Rencana Tapak Tanah (Site Plan) yang meli​puti Rencana Tapak Kawasan (Site Plan Kawasan), dan Rencana Tapak Kapling (Site Plan Kapling).

(2)
Rencana Tapak Tanah (Site Plan) sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah disusun oleh Pengusaha Kawasan Industri diajukan Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk disahkan.

(3)
Pengesahan Rencana Tapak Tanah (Site Plan) dimaksud ayat (2), dilakukan se​lambat-lambataya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuannya oleh Pengusaha Kawasan Industri.

(4)
Tata cara pengajuan serta proses pengesahan Rencana Tapak Tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
TATA TERTIB PENGUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

(1) Untuk menjamin tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri di dalam Kawasan Industri, perusahaan Kawasan Industri wajib menyusun Tata Tertib Kawasan Industri.
(2) Penyusunan Tata Tertib Kawasan Industri dimaksud ayat (1), harus mengacu kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengusahaan Kawasan Industri.
(3)
Materi pengaturan yang dituangkan dalam Tata Tertib Kawasan Industri serta sistematika penyusunannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)
Tata Tertib Kawasan Industri dimaksud Pasal 3 ayat (1), disahkan oleh Kepala Daerah.

(2)
Pengesahan Tata Tertib Kawasan Industri oleh Kepala Daerah dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sepanjang keten​tuan serta persyaratan-persyaratan yang termuat di dalam Tata Tertib Kawasan Industri dimaksud Pasal 3 ayat (3) dipenuhi.

(3)
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri di dalam Kawasan Industri, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Tata Tertib Kawasan Industri.

Pasal 5

(1)
Untuk mengusahakan Kawasan Industri diperlukan Ijin UUG/HO yang berlaku bagi seluruh bangunan dan atau sarana penunjang, yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.

(2) 
Izin UUG/HO dimaksud ayat (1) berlaku selama Kawasan Industri yang bersang​kutan beroperasi.

(3)
Pemberian Ijin UUG/HO sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah dalam tenggang waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari setelah pengusaha Kawasan Industri menyampaikan permohonannya kepada Kepala Daerah, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN IMB DAN IJIN UUG/HO BAGI PERUSAHAAN

YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI
Pasal 6

Perusahaan Industri yang akan melakukan kegiatan industri didalam Kawasan Indus​tri, dalam rangka mendirikan bangunan dan tnenjalankan kegiatan usaha industri di​wajibkan memiliki IMB dan Ijin UUG/HO.
Pasal 7
(1)
Untuk memperoleh IMB dan Ijin UUG/HO sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perusahaan Industri melalui Pengusaha Kawasan Industri mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala.Daerah, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(2)
Permohonan untuk mendapatkan IMB dan Ijin UUG/HO sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan melalui:

a. 
Untuk IMB, kepada Dinas/Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang menangani proses penerbitan IMB;
b. Untuk Ijin UUG/HO, kepada Dinas/Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang menangani proses penerbitan Ijin UUG/HO.
(3) 
Prosedur pengajuan permohonan serta proses penyelesaian dan penerbitan IMB dap Ijin UUG/HO adalah sebagaimana tercantum daam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dimaksud Pasal 7 ayat (2), memberikan tanda penerimaan berkas permohonan dan selanjutnya:

a. 
memproses penerbitan IMB dan Ijin UUG/HO, apabila semua persyaratan telah lengkap.

b.
memberitahukan kepada pemohon untuk segera melengkapi persyaratan, apabila persyaratan permohonan belum lengkap.

Pasal 9

(1)
Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan penerbitan IMB dan Izin UUG/ HO, ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, se​suai dengan luas dan komplikasi rencana bangunan yang, akan didirikan.

(2)
Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO dimaksud ayat (1) terpaut dengan Izin, Undang-undang Gangguan (UUG/HO Kawasan Industri sebagaimana dimak​sud dalam Pasal 5.

Pasal 10

(1)
Sementara pemrosesan IMB dan Ijin UUG/HO dilaksanakan, sepanjang persyarat​an permohonan dipenuhi perusahaan dapat melakukan persiapan pembangunan.

(2)
Berdasarkan 1MB dan Ijin UUG/HO yang telah diterima pemohon sesuai jangka waktu dimaksud Pasal 9, perusahaan yang bersangkutan dapat memulai kegiatan pembangunan gedung/pabrik.
BAB V
RETRIBUSI ATAS PEMBERIAN IMB DAN IJIN UUG/HO

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi atas penerbitan IMB dan Ijin UUG/HO untuk Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang besamya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bukti pembayaran retribusi IMB dan Ijin UUG/HO dimaksud ayat (1), selanjutnya oleh pemohon digunakan untuk mengambil IMB dan Ijin UUG/HO sesuai jangka waktu dimaksud Pasal 5 dan Pasal 9.

Pasal 12

Untuk pemungutan retribusi atas penerbitan IMB dan Ijin UUG/HO dimaksud Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dispensasi atau pertimbangan lain terhadap bangunan-bangunan tertentu yang bersifat khusus.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMB DAN IJIN UUG/HO

Pasal 13

(1)
Kepala Daerah dapat menetapkan batas waktu pelaksanaan pembangunan gedung/ pabrik sebagaimana dimaksud Pasal 10.
(2)
Batas waktu dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang apabila Perusahaan Industri melalui Pengusaha Kawasan Industri menyampaikan alasan yang dapat dipertang​gungjawabkan atas keterlambatan pembangunan fisik gedung/pabrik.
Pasal 14

Untuk meneliti kebenaran pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang menjadi dasar penerbitan IMB, Kepala Daerah dapat menugaskan secara tertulis Peja​bat Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan penelitian di lapangan.

Pasal 15
(1) Masa berlaku Ijin UUG/HO ditetapkan selama Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri melakukan kegiatannya, sepanjang kapasitas serta jenis/ancaman dampak yang ditimbulkan tidak berubah.
(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, terhadap Ijin UUG/HO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali bagi Perusahaan Kawasan Industri dimaksud Pasal 5 dan Perusahaan Industri dimaksud Pasal 6.

(3) Untuk pendaftaran ulang Ijin UUG/HO sebagaimana dimaksud ayat (2), dikena​kan retribusi yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16​
(1)
Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan IMB dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)
Apabila perusahaan dalam melakukan kegiatan industrinya menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan, dikena​kan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-​ketentuan Pokok Pengelolaan Iangkungan Hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua peraturan perundang undangan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, masih tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Juni 1992

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
RUDINI
